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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONT/lLO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAl^ATAN ASLI DAERAH 

K E REKENING KAS UMUM: DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

: a. bahwa demi tertib dan lancamya administrasi penerimaah 

pendapatan asli daerah, maka batas waktu penyetoran 

pendapatan asli daerah yang dibayarkan dan/atau 

dipungut oleh perangakat daerah dan pihak ketiga haru^ 

segera disetor ke rekening kas umum daerah; 

b. bahwa batas waktu penyetoran pendapatan asli daerah 

yang dibayarkan dan/atau dipungut oleh perangk^t 

daerah dan pihak ketiga ke rekening kas umum daeral^, 

perlu diatur; 

c. bahwa berdasarkan pertirrhangan sebagaimana dimaksu^ 

pada humf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Gorontalo tentang Batas Waktu Penyetoran 

Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Um um Daerah; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 3 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuaii 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

P E F ^ G K A T 
DAflRAH 1 RAH HUKl 

KABAG 
HUKUM S E K D A 



- 2 -

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksja (Lembaran Negjira Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahfm Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 129, Tambabian Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2Ci00 tentan:» 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembjiran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negai-a Republiic 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah;=in Lembaran 

Negara Republik Indonesia. Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahui i 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republic 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesici Nomor 6573) 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarai 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakliir dengajti 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

PEF:ANGKAT | KABAG 
DAffiiAH HUKUM S E K D A 



- 3 -

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang T a t i 

Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lemloaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahaiji 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentank 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajalc 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneski Tahun 201(3 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic 

Indonesia Nomor 5950); 

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 hmtang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Corontalo Tahun 2020 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Corontalp 

Nomor 226); 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tenting Retribus^i 

J a s a Umum (Lembaran IDaerah Kota Corcmtalo Tahuji 

2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kotp. 

Corontalo Nomor 227); 

12. Peraturan Daerah Nomor (3 Tahun 2020 tentang Retribusi 

J a s a Usaha (Lembaran Daerah Kota Corontalo Tahun 

2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kotp 

Corontalo Nomor 228); 

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Corontalo 

Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kotja 

Corontalo Nomor 229); 
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MEMUTUSKAN : 

M(!netapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG BATAS WAKT 

PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH K E REKENING KA$ 

UMUM DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DEilam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud d(mgan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo; 

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo 

4. Sekretaris Daerah adedah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo; 

5. Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah adaleJi perangkalt 

daerah ycing mengelola pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo; 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pendapatan As|i 

Daerah sesuai dengan peraturem perundang-undangan yang bi^rlaku. 

8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintguh daerah yang diakui sebagg[i 

penambah nilai kekayaan bersih. 

9. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yank 

diperoleh daerah yang dipungut berdasjarkan peraturan perundang-

undangan. 

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah reker.ing tempat penyimpanan uank 

daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruY 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluara;i 

daerah pada bank persepsi. 

11. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oelh Wali Kota untuk melakukaji 

pembayaran transaksi keuangan pemerintali daerah. 

12. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontrsibusi wajib kepad^ 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarlian undang-undang, dengan tidak mendapatkan im.balan secarja 
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langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarny^ 

kemakmuran rakyat. 

1 3 . Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adakih pungutah 

daerah sebagai pembayaran atas j asa yanj^ khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk liepentingan orang pribadi atai|i 

badan yang merupakan sumber pendapatan daerah. 

1 4 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali, selanjutnya disingkat A P B D 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daersih dan DPRD dan ditetapkap 

dengan Peraturan Daerah. 

1 5 . Bendaham Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untulc 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahfikan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangku 

pelaksanaan APBD pada perangkat daerah. 

1 6 . Petugas Fkingut adalah pegawai/orang yang ditunjuk oleh kepala perangkajt 

daerah dimgan surat perintah tugas. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakah 

kesatuan bedk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usah. i 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya , 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Da.erah (BUME) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kciperasi, dana 
j 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainya, lembaga 

dan bentuk badan lainya termasuk kontrji investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap; 

BAB 11 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingku]3 dalam Peraturan Wali Kota ini : 

a. tata laksajia; dan 

b. batas waktu penyetoran pendapatan asli dae rah. 
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BAB I I I 

TATA LAKSANA 

Pasal 3 

(1) Semua penerimaan daerah harus dianggarakan dalam APBD daiji 

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(2) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ata^ 

setoran. Bukt i penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik. 

(3) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/ataili 

nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda 

setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima not i 
j 

kredit atau dokumen lain yang dipersamakem. 

(4) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai sebagaimana dimaksuh 

pada ayat (3) dapat dilakukan apabila fasilitas transaksi keuangan kedua 

belah pihak belum memadai. 

BAB IV 

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAii'ATAN ASLI DAERAH 

Pasal 4 

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannygi ke Rekenink 

Kas Umum Daerah paling lambat dalam vi^aktu 1 (satu) hari. Dalam hs l 

kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, 

dan ketei'batasan pelayanan jasa keuangar , serta kondisi objektif lainnys, 

penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (s£itu) hari 

(2) Penyetoran penerimaan yang dapat melebihi 1 (satu) hari adalah penyetorah 

penerimaan yang melalui media elektronik diluar layanan dan channel Banc 

SULUTGO selaku Bank Persepsi, diantaranya adalah pembayaran melalc i 

Bank BNl, PCS, Minimarket, Marketplace, dan QRIS (Quick Rtjsponse Cod 

Indonesijin Standart). 

(3) Batas waktu penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2|) 

dilakukan melalui Peijanjian Kerjasama. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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Ag;ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang£in peraturai 

Willi Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 2 1 • • f t « B T » « r 202 

WALI KOTA GORONTA]:.0 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 2 1 f « »t«R"<)or 2021 

S E : K R E T A R I S D A E R A I K O T A G O R O N T A L O , 

A. T A H A 

M A D J I D 
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